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KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

Menimbang	:	a.	bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonsia Nomor 4700);


4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);[image: ]
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Udang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana[image: ]Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor I0);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);[image: ]
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021[image: ] tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/ 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMk.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);


13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 (Lembatran Desa Malangan Tahun 2021 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Malangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Malangan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Malangan pada Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Malangan tahun 2021 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Malangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Malangan (Lembaran Desa Malangan Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Malangan Nomor 8 Țahun 2021 tentang Peruhahan atas Peraturan Desa Malangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2021 Nomor 8);
26. Peraturan Desa Malangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Manunggal Sejahtera  Malangan (Lembaran Desa Malangan Tahun 2021 Nomor 9);
27. Peraturan Desa Malangn Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN

Dan

KEPALA DESA MALANGAN

MEMUȚUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp.3.417.871.200,00, bertambah sejumlah Rp.303.218.800,00 sehingga menjadi Rp.3.721.090.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
	1.
	Pendapatan Desa
	
	

	
	a. Semula
	Rp.
	3.417.871.200,00

	
	b. bertambah/(berkurang)
	Rp.
	303.218.800,00

	
	Jumlah pendapatan setelah perubahan
	Rp.
	3.721.090.000,00

	2.
	Belanja Desa
	
	

	
	a. Semula
	Rp.
	3.400.025.200,00

	
	b. Bertambah/(berkurang)
	Rp.
	324.657.150,00

	
	Jumlah belanja setelah perubahan
	Rp.
	3.724.682.350,00

	
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
	Rp.
	(3.592.350,00)

	3.
	Pembiayaan Desa
	
	

	
	a. Penerimaan pembiayaan
	
	

	
	
	1) semula
	Rp.
	32.154.000,00

	
	
	2) bertambah/(berkurang)
	Rp.
	21.438.350,00

	
	
	Jumlah penerimaan setelah perubahan
	Rp.
	53.592.350,00

	
	b. Pengeluaran pembiayaan
	
	

	
	
	1) semula
	Rp.
	50.000.000,00

	
	
	2) bertambah/(berkurang)
	Rp.
	0,00

	
	
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan
	Rp.
	50.000.000,00

	
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan
	Rp.
	3.592.350,00

	
	Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan setelah perubahan (surplus/(defisit) + selisih pembiayaan Anggaran
	Rp.
	0,00







Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan[image: ]

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan
Pada tanggal 18 Oktober 2022

PJ. KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TRI BUDI SETIAWAN


Diundangkan di Malangan 
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

LEMBARAN DESA MALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 4.












LAMPIAN I: 
PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	[bookmark: RANGE!A1]KODE REK
	URAIAN
	ANGGARAN (RP)
	BERTAMBAH/
(BERKURANG)
	KETERANGAN

	
	
	SEMULA
	MENJADI
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.
	PENDAPATAN
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Pendapatan Asli Desa
	150.941.200,00
	150.941.200,00
	0,00
	 

	4.2-
	Pendapatan Transfer
	3.266.930.000,00
	3.566.341.000.00
	299.411.000,00
	 

	4.3,
	Pendapatan Lain-lain
	0,00
	3.807 800,00
	3.807.800,00
	 

	
	JUMLAH PENDAPATAN
	3.417.871.200,00
	3.721.090.000,00
	303.218.800,00
	

	5.
	BELANJA
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Belanja Pegawai
	716.272.200,00
	692.572.200,00
	(23,700-000.00)
	 

	5.2.
	Belanja Barang dan Jasa
	447.443.800.00
	611.100.950,00
	163.657.150:00
	 

	5.3.
	Belanja Modal
	1.725-429-000,00
	1.979 164.500,00
	253.735.500,00
	 

	5.4.
	Belanja Tidak Terduga
	510.880.200.00
	441.844.700,00
	(69.035.500,00)
	 

	 
	JUMLAH BELANJA
	3.400.025.200,00
	3.724.682.350,00
	324.657.150,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	SURPLUS / (DEFISIT)
	17.846.000,00
	(3.592.350,00)
	(21.438.350,00)
	

	6.
	PEMBIAYAAN
	 
	 
	 
	 

	6,1.
	Penerimaan Pembiayaan
	32.154.000,00
	53.592.350,00
	21.438.350,00
	 

	6.1.1.
	SILPA Tahun Sebelumnya
	32 154.000,00
	53,592.350,00
	21.438.350,00
	 

	6.2.
	Pengeluaran Pembiayaan
	50.000.000,00
	50.000.000,00
	0,00
	 

	6.2.2.
	Penyertaan Modal Desa
	50.000.000.00
	501000r000,00
	0,00
	 

	 
	PEMBIAYAAN NETTO
	(17.846.000,00)
	3.592.350,00
	21.438.350,00
	 

	 
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN
	0,00
	0,00
	0,00
	 



Malangan, 18 Oktober 2022
PJ. KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TRI BUDI SETIAWAN

LAMPIAN II: 
PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

	KODE REK
	URAIAN
	ANGGARAN (RP)
	BERTAMBAH/ 
	SUMBER DANA

	
	
	SEMULA
	MENJADI
	(BERKURANG)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	1.
	PENDAPATAN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1.
	Pendapatan Ash Desa
	150.941.200,00
	150.941.200,00
	0,00
	 

	 
	4.1.1.
	Hasil Usaha Desa
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	4.1.2.
	Hasil Aset Desa
	150.941.200,00
	150.941.200,00
	0,00
	 

	 
	4.2.
	Pendapatan Transfer
	3.266.930.000,00
	3.566.341.000,00
	299.411.000,00
	 

	 
	4.2.1.
	Dana Desa
	1.064.324.000,00
	1.064.324.000,00
	0,00
	 

	 
	4.2.2.
	Bagi Hasil Pajak dan Rehibusi
	168.824.000,00
	172.235.000,00
	3.411.000,00
	 

	 
	4.2.3
	Alokasi Dana Desa
	733.782.000,00
	733.782.000,00
	0.00
	 

	 
	4.2.4.
	Bantuan Keuangan Provinsi
	980.000.000,00
	1.009.000.000,00
	29.000.000.00
	 

	 
	4.2.5.
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
	320.000.000,00
	587.000.000,00
	267.000.000,00
	 

	 
	4.3.
	Pendapatan Lain-lain
	0,00
	3.807.800,00
	3.807.800,00
	 

	 
	4.3.6.
	Bungs Bank
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	4.3.7.
	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
	0.00
	3.80780000
	3.807.800,00
	 

	 
	 
	JUMLAH PENDAPATAN
	3.417.871.200,00
	3.721.090.000,00
	303.218.800,00
	 

	 
	2.
	BELANJA
	 
	 
	 
	 

	1.
	 
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
	1.058.829.200,00
	1.073.621.350.00
	14.792.150.00
	 

	1.1
	 
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
	930.853.450,00
	906.962.800,00
	(23.890.650.00)
	 

	1.1.01
	 
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
	69.000.000,00
	51.000.000,00
	(18.000.000,00)
	 

	1.1.01
	5.1,
	Belanja Pegawai
	69.000.000,00
	51.000.000,00
	(18.000.000,00)
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	KODE REK
	URAIAN
	ANGGARAN (RP)
	BERTAMBAH/ 
	SUMBER DANA

	
	
	SEMULA
	MENJADI
	(BERKURANG)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.02
	 
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
	430.200.000,00
	424.500.000,00
	(5.700.000,00)
	 

	1.1.02
	5.1
	Belanja Pegawai
	430.200.000,00
	424.500.000,00
	(5.700.000,00)
	 

	1.1.03
	 
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
	17.155.200,00
	17.155.200,00
	0,00
	 

	1.1.03
	5.1.
	Belanja Pegawai
	17.155.200,00
	17.155.200,00
	0,00
	 

	1.1.04
	 
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
	104.161.250,00
	103.990.600,00
	(190.650,00)
	 

	1.1.04
	5.2.
	Belanja Baring dan Jasa
	104.181.250,00
	103.990.600,00
	(190,650,00)
	 

	1.1.05
	 
	Penyediaan Tunjangan BPD
	55.200.000,00
	55.200.000,00
	0,00
	 

	1.1.05
	5.1.
	Belanja Pegawai
	55.200.000,00
	55.200.000,00
	0,00
	 

	1.1.06
	 
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,
	6.000.000,00
	6.000.000,00
	0,00
	 

	1.1.06
	5.2
	Belanja Barang dan Jasa
	6.000.000,00
	6.000.000,00
	0,00
	 

	1.1.07
	 
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
	104.400.000,00
	104.400.000,00
	0,00
	 

	1.1 07
	5.2.
	Belanja Barang dan Jasa
	104.400,000,00
	104.400.000,00
	0,00
	 

	1.1.90
	 
	Tamhahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)
	144.717.000,00
	144.717.000,00
	0,00
	 

	1.1.90
	5.1.
	Belanja Pegawai
	144,717,000,00
	144.717,000,00
	0,00
	 

	1.2
	 
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
	88.500.000.00
	83.700.000,00
	(4.800.000,00)
	 

	1.2.01
	 
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
	8.500.000,00
	0,00
	(8,500.000,00)
	 

	1.2.01
	5.3.
	Belanja Modal
	8,600.000,00
	0.00
	(8.500.000.00)
	 

	1.2.03
	 
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
	80.000.000,00
	83.700.000,00
	3.700.000,00
	 

	1.2.03
	5.2,
	Belanja Barang dan Jasa
	0,00
	2.000.000,00
	2.000.000,00
	 

	1.2.03
	5.3.
	Belanja Modal
	80.000.000,00
	81.700.000,00
	1.700.000,00
	 

	1.3
	 
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
	13.532.000,00
	13.532.000,00
	100
	 

	1.3.02
	 
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profit Desa
	13.532.000,00
	13.532.006,00
	0,00
	 

	1.3.02
	5.2.
	Belanja Barang dan Jasa
	13.532.000,00
	13.532,000.00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	KODE REK
	URAIAN
	ANGGARAN (RP)
	BERTAMBAH/ 
	SUMBER DANA

	
	
	SEMULA
	MENJADI
	(BERKURANG)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.4
	 
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
	12.443.750.00
	52.118.750,00
	39.675.000,00
	 

	1.4.01
	 
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
	2.100.000,00
	2.100.000,00
	0,00
	 

	1.4.01
	5.2,
	Belanja Barang dan Jasa
	2.100.000,00
	2.100.000,00
	0,00
	 

	1.4.03
	 
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
	1.350.000,00
	1.350.000,00
	0,00
	 

	1.4.03
	5.2.
	Belanja Barang dan Jasa
	1.350.000,00
	1.350.000,00
	0,00
	 

	1.4.10
	 
	Dijkungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades. Pemi1ihan Ka. Kewilayahan &
	0,00
	.39.675.000,00
	39.675.000,00
	 

	1.4.10
	5.2.
	Belanja Barang dan Jasa
	0,00
	39.675.000,00
	39.675.000,00
	 

	1.4.90
	 
	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberheniian Pen
	8.993.750,00
	8.993.750,00
	0,00
	 

	1.4.90
	5.2.
	Belanja Barang dan Jasa
	8.993.750,00
	8.993.750,00
	0,00
	 

	1.5
	 
	Sub Bidang Pertanahan
	13.500.000,00
	17.307.800,00
	3.807.800,00
	 

	1.5.01
	 
	Sertlfikasi Tanah Kas Desa
	10.000,000,00
	10.000.000,00
	0,00
	 

	1.5.01
	5.2.
	Belanja Barang dan Jasa
	10.000.000,00
	10.000.000,00
	0,00
	 

	1.5.06
	 
	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
	3.500.000,00
	7.307.800,00
	3.807.800,00
	 

	1.5.06
	5.2.
	Belanja Barang dan Jasa
	3.500.000,00
	7.307.800,00
	3.807.800,00
	 

	2.
	 
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
	1.616.344.800,00
	1.820.880.300,00
	204.535.500,00
	 

	2.1.
	 
	Sub Bidang Pendidikan
	107.200.000,00
	107.200.000,00
	0,00
	 

	2.1.01
	 
	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Forma; Milik Desa (h
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	0,00
	 

	2.1.01
	5.2,
	Belanja Barang dan Jasa
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	0,00
	 

	2.1.06
	 
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat P
	100.000.000,00
	100. 000.000,00
	0,00
	 

	2.1.06
	5.3.
	Belanja Modal
	100.000.000,00
	100.000.000,00
	0.00
	 

	2.2.
	 
	Sub Bidang Kesehatan
	56.736.800,00
	56.736.800,00
	0,00
	 

	2.2.01
	 
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB
	10.296.800,00
	10.296.800,00
	0,00
	 

	2.2.01
	5.2.
	Pelanja Barang dan Jasa
	10.296.800,00
	10,296.800,00
	0,00
	 

	2.2.02
	 
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
	37.440.000,00
	37.440.000,00
	0,00
	 

	2.2.02
	5,2.
	Belanja Barang dan Jasa
	37.440.000,00
	37.440.000,00
	0,00
	 

	2.2.90
	 
	Penyelengaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan hidup bersih Dan sehat (P
	9.000.000,00
	9.000.000,00
	0,00
	 

	2.2.90
	5.2,
	Belanja Barang dan Jasa
	9.000 000,00
	9.000.000,00
	0,00
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	2.3
	 
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.427.408.000 00
	1.607.943.500,00
	180.535.500,00
	 

	2.3.01
	 
	Pemeliharaan Jalan Desa
	1.282.099.000,00
	1.282.099.000,00
	0,00
	 

	2.3.01
	5,3.
	Belanja Modal
	1_282.099,000,00
	1.282.099.000,00
	0.00
	 

	2.3.05
	 
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong / Selokan/ Parit/ Drainase
	0,00
	31.500.000,00
	31.500.000,00
	 

	2.3.05
	5.2.
	Belanja Barang dan Jasa
	0,00
	20.000.000,00
	20.000.000,00
	 

	2.3.05
	5.3.
	Belanja Modal
	0,00
	11.500.000,00
	11.500.000.00
	 

	2.3.06
	 
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
	0,00
	80.000.000,00
	80.000.000,00
	 

	2.3,06
	5.3.
	Belanja Modal
	0,00
	80.000.000,00
	80.000.000,00
	 

	2.3.91
	 
	Pembangunan, Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud
	145.309.000,00
	214.344.500,00
	69.035.500,00
	 

	2.3.91
	5.3.
	Belanja Modai
	145,309.000,00
	214.344.500.00
	69.035.500,00
	 

	2.4
	 
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman
	0.00
	24.000.000,00
	24.000.000,00
	 

	2.4.01
	 
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
	0,00
	24.000.000,00
	24.000.000,00
	 

	2.4.01
	5,2.
	Belanja Barang dan Jasa
	0,00
	24.000.000,00
	24,000.000,00
	 

	2.6
	 
	Sub Bidang Perhutungan, Komunikasi dan Informatilka
	25.000.000.00
	25.000.000,00
	0,00
	 

	2.6.03
	 
	Pembuatan dan pengelolaan Jaringan/lnstalasi Komunikasi dan Informasi Lo
	25.000.000,00
	25.000.000,00
	0,00
	 

	2.6.03
	5.2.
	Belanja Barang dan Jasa
	25,000 000,00
	25.000.000,00
	0,00
	 

	3.
	 
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
	89.550.000,00
	253.415.000,00
	163,865.000,00
	 

	3.1
	 
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	2.000.000.00
	2.000.000,00
	0.00
	 

	3.1.02
	 
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
	2.000.00,00
	2.000.000,00
	0,00
	 

	3.1.02
	~i. 2
	Belanja Barang dan Jasa
	2.000 000,00
	2.000.000,00
	0.00
	 

	3.2
	 
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
	16.800.000,00
	18.665.000,00
	1.865.000,00
	 

	3.2.03
	 
	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT 
	0,00
	1.865.000,00
	1.865.000,00
	 

	3.2.03
	5.2.
	Belanja Barang dan Jasa
	0,00
	1.865.000,00
	1.865.000,00
	 

	3.2.04
	 
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan M
	16.800.000,00
	16.800.000,00
	0,00
	 

	3.2.04
	5.2
	Belanja Barang dan Jasa
	16.800 000.00
	16.800,000,00
	0,00
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	3.3
	 
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	19.000.000.00
	100.000.000,00
	90.000.000 00
	 

	3.3.06
	 
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
	10.000.000,00
	100,000.000,00
	90.000.000,00
	 

	3.3.06
	5.2.
	Belanja Barang dan Jasa
	10.000.000,00
	0,00
	(10.000.000,00)
	 

	3.3,06
	5.3.
	Belanja Modal
	0,00
	100.000.000,00
	100.000.000,00
	 

	3.4
	 
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
	60.750.000,00
	132.750.000,00
	72.000.000,00
	 

	3.4.02
	 
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
	5.750.000,00
	10.750.000,00
	5.000.000,00
	 

	3.4.02
	52.
	Belanja Barang dan Jasa
	5.750.000,00
	10.750.000,00
	5.000.000,00
	 

	3.4.03
	 
	Pembinaan PKK
	25.000.000,00
	25,000,000,00
	0,00
	 

	3.4.03
	5.2.
	Belanja Barang dan Jasa
	16.000.000,00
	16.000.000,00
	0,00
	 

	3.4.03
	5.3.
	Belanja Modal
	9.000.000,00
	9.000.000,00
	0,00
	 

	3.4.90
	 
	Pembinaan RT/RW
	30.000.000,00
	97,000.000,00
	67.000.000,00
	 

	3.4.90
	5.2.
	Belanja Barang dan Jasa
	30,000.000,00
	97,000.000,00
	67.000.000.00
	 

	4.
	 
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	124.421.000,00
	134.921.000,00
	10.500.000,00
	 

	4.2
	 
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
	100.521.000.00
	100.521.000,00
	0,00
	 

	4.2.06
	 
	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
	100.521.000,00
	100.521.000,00
	0,00
	 

	4.2.06
	5.3.
	Belanja Modal
	100.521.000,00
	100.521.000,00
	0,00
	 

	4.3
	 
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
	21.500.000,00
	32.000.000.00
	10.500.000 00
	 

	4.3.01
	 
	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
	1.500.000,00
	6.500.000,00
	5.000.000,00
	 

	4.3.01
	5.2.
	Belanja Barang dan Jasa
	1.500.000,00
	6.500.000,00
	5.000,000,00
	 

	4.3.02
	 
	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
	11.000.000,00
	16.500.000,00
	5.500.000,00
	 

	4.3.02
	5.2.
	Belanja Barang dan Jasa
	11.000.000,00
	16 500.000,00
	5.500.000,00
	 

	4.3.03
	 
	Peningkatan Kapasitas BPD
	9.000.000,00
	9.000.000,00
	0,00
	 

	4.3.03
	5.2.
	Belanja Barang dan Jasa
	9.000.000,00
	9.000.000,00
	0,00
	 

	4.4
	 
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
	2.400.000,00
	2.400.000,00
	0,00
	 

	4.4.03
	 
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
	2.400.000,00
	2.400.000,00
	0,00
	 

	4.4.03
	5.2,
	Belanja Barang dan Jasa
	2.400.000,00
	2.400.000,00
	0,00
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	5..
	 
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
	510.880.200,00
	441.844.700,00
	(69.035.500,00)
	 

	5.2
	 
	Sub Bidang Keadaan Darurat
	85.150.600,00
	16.115.100,00
	(69.035.500,00)
	 

	5.2.01
	 
	Penanganan Keadaan Darurat
	85.150.600,00
	16.115.100,00
	(69.035.500,00)
	 

	5.2.01
	5.4.
	Belanja Tidak Terduga
	85.150.600,00
	16.113.100,00
	(69.035.500,00)
	 

	5.3
	 
	Sub Bidang Keadaan Mendesak
	425.729.600,00
	425.729.600,00
	0.00
	 

	5.3.01
	 
	Penanganan Keadaan Mendesak
	425.729.600,00
	425.729.600,00
	0,00
	 

	5.3.01
	5.4,
	Belanja Tidak Terduga
	425.729.600.00
	425.729.000,00
	0,00
	 

	 
	 
	JUMLAH BELANJA
	3.400.025.200,00
	3.724.682.350,00
	324.657.150,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SURPLUS / (DEFISIT)
	17.846.000,00
	(3.592.310,00)
	(21.438.350,00)
	 

	 
	3.
	PEMBIAYAAN
	 
	 
	 
	 

	 
	6.1.
	Penerimaan Pembiayaan
	32.154.000.00
	53.592.350.00
	21.438.350,00
	 

	 
	61.1
	SILPA Tahun Sebelumnya
	32.154.000.00
	53.592 350,00
	21.438.350,00
	 

	 
	6.2.
	Pengeluaran Pembiayaan
	60.000.000,00
	50.000.000,00
	0,00
	 

	 
	6.2.2
	Penyertaan Modal Desa
	60.000.000,00
	50.000-000,00
	0,00
	 

	 
	 
	PEMBIAYAAN NETTO
	(17.846.000,00)
	3.592.350,00
	21.438.350,00
	 

	 
	 
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN
	0.00
	0,00
	0,00
	 



Malangan, 18 Oktober 2022
PJ. KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TRI BUDI SETIAWAN
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